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ABSTRAK

Nama : Priskila Pratita Penasthika
Program Peminatan : Ilmu Hukum (Program Peminatan Hukum Ekonomi)
Judul : Penerapan Prinsip National Treatment Dalam

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property  Rights-WTO pada Proses Penyelesaian
Sengketa Merek di Dispute Settlement Body-WTO dan di
Pengadilan Niaga Indonesia.

Prinsip national treatment merupakan prinsip dasar yang diamanatkan Persetujuan
TRIPs kepada negara-negara anggota WTO dalam pelaksanaan usaha perlindungan
HKI. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia terikat untuk menerapkan prinsip
national treatment Persetujuan TRIPs ini dalam usaha perlindungan HKlInya.
Sejumlah  putusan DSB-WTO memperlihatkan terjadinya perkembangan
pemahaman prinsip national treatment dalam penyelesaian sengketa merek di DSB-
WTO. Meskipun Indonesia tidak terikat dengan putusan-putusan DSB-WTO yang
tidak melibatkannya sebagai pihak, Indonesia tetap perlu untuk mempertimbangkan
putusan-putusan tersebut dalam wusaha perlindungan merek yang dilakukannya.
Sejumlah putusan Pengadilan Niaga terkait sengketa merek telah menunjukkan
bahwa prinsip national treatment Persetujuan TRIPs ini telah diterapkan.

Kata kunci: prinsip national treatment, penyelesaian sengketa, merek.

ABSTRACT
Name : Priskila Pratita Penasthika
Program Peminatan : Law majoring Business Law
Judul : The Implementation of National Treatment Principle

of Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights-WTO - for Trademark’s Dispute
Settlement in the Dispute Settlement Body-World WTO
and in the Commercial Court of Indonesia.

National treatment principle is the basic principle mandated by TRIPs Agreement to
the member countries of WTO in their IPR protection. As the member of WTO,
Indonesia is bound to implement the TRIPs Agreement’s national treatment
principle in its IPR protection. Some DSB-WTO’s decisions show the development
of understanding of national treatment principle in trademark’s dispute settlement in
DSB-WTO. Although Indonesia is not bound by DSB-WTO’s decisions in which
Indonesia is not a party to, Indonesia still needs to consider those decisions for its
IPR protection. Some of the Commercial Court of Indonesia’s decisions confirm
that the national treatment principle of TRIPs Agreement has been implemented in
trademark’s dispute settlement.

Keywords: national treatment principle, dispute settlement, trademark.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Era perdagangan global' merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan lagi
bagi negara-negara di dunia. Hal ini ditandai dengan adanya pembentukan suatu
organisasi internasional di bidang perdagangan, yaitu World Trade Organization
(WTO) melalui Agreement Establishing the World Trade Organization
(selanjutnya disebut dengan “Persetujuan Pembentukan WTO™).? Persetujuan ini
lahir melalui perundingan yang dikenal dengan sebutan Uruguay Round
(selanjutnya disebut dengan ‘‘Putaran Uruguay”), yang disponsori oleh negara-
negara anggota General Agreement on Tariffs and Trade (selanjutnya disebut
dengan “GATT”).?

Persetujuan Pembentukan WTO merupakan serangkaian ketentuan yang
harus diikuti oleh negara-negara anggotanya dalam membuat kebijakan dan
praktik di bidang perdagangan barang dan jasa yang bersifat lintas batas negara,
termasuk pula terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya
disebut dengan “HKI”).* Persetujuan Pembentukan WTO terdiri dari 4 Annex

(selanjutnya disebut dengan “Lampiran”). Tiap-tiap lampiran terdiri dari

! Perdagangan global yang dimaksud adalah suatu sistem perdagangan yang didasarkan pada
prinsip perdagangan bebas yang selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang
berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antarpelaku usaha yang
bersifat lintas negara. Ade Maman Suherman, “Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif
Keadilan Internasional,” Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law),
Vol. 5, No. 2. (Januari 2008), him. 251.

2 Agreement Establishing the World Trade Organizations, Marrakesh, Maroko, 15 April
1994, (Persetujuan Pembentukan WTQO), UN Doc. No. 1-31874, 1 Januari 1995.

% Secara keseluruhan terdapat 8 Putaran (Round) yang disponsori oleh negara-negara
anggota GATT. Penjelasan mengenai kedelapan putaran ini dapat dilihat pada Bab I1.

* Bhagirath Lal Das, An Introduction to the WTO Agreements, (Penang: Third World
Network, tahun terbit tidak diketahui), hlm. 7. Untuk istilah “HKI”, lihat Indonesia (a), Keputusan
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Rl No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No. 24/M/PAN/1/2000 telah
ditetapkan secara resmi penggunaan istilah “Hak Kekayaan Intelektual (tanpa kata “atas”) dapat
disingkat HKI atau HaKI. Lihat juga Achmad Zen Umar Purba (a), Hak Kekayaan Intelektual
Pasca TRIPs, (Bandung: Alumni, 2005), catatan kaki nomor 1.
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persetujuan-persetujuan yang mengatur di bidang perdagangan barang, jasa, HKI,
dan penyelesaian sengketa. Persetujuan-persetujuan yang terdapat dalam Lampiran
1, 2 dan 3 dikenal dengan sebutan Multilateral Trade Agreements (selanjutnya
disebut dengan “Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral”), yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO dan
mengikat semua negara anggota WTO.? Dengan demikian, negara-negara yang
meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, secara langsung terikat dengan
Persetujuan-persetujuan yang terdapat pada Lampiran 1, 2 dan 3 dari Persetujuan
Pembentukan WTO.® Selanjutnya, Persetujuan-persetujuan sebagaimana terdapat
dalam Lampiran 4 disebut sebagai Plurilateral Trade Agreements (selanjutnya
disebut dengan “Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral”), yang
mengikat bagi negara-negara anggota WTO hanya apabila negara-negara tersebut
meratifikasi Persetujuan-persetujuan Perdagangan Plurilateral tersebut. Oleh
karena itu, persetujuan-persetujuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 dari
Persetujuan Pembentukan WTO ini tidak menciptakan hak dan kewajiban bagi
negara-negara anggota WTO yang tidak menerima persetujuan-persetujuan
tersebut.”

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,
including Trade in Counterfeit Goods (selanjutnya disebut dengan “Persetujuan
TRIPs”) adalah salah satu Persetujuan Perdagangan Multilateral yang menjadi
lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO, tepatnya sebagai Lampiran 1C.2

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Persetujuan Pembentukan WTO, ketentuan-ketentuan

% Persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 2 ayat (2), “The agreements and associated
legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade
Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members.” (Cetak tebal oleh
Penulis.)

® Penjelasan mengenai perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Lampiran 1, 2 dan 3 dari
Persetujuan Pembentukan WTO terdapat dalam BAB 1.

" Persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 2 ayat (3), “The agreements and associated
legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements")
are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on
those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for
Members that have not accepted them.”

® Ibid., Annex 1C, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,
including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan TRIPs), 15 April 1994.
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Persetujuan TRIPs mengikat semua negara anggota WTO.? Persetujuan TRIPs
mewajibkan semua negara anggota WTO untuk menyesuaikan peraturan
perundang-undangan HKI nasionalnya dengan ketentuan dalam Persetujuan
TRIPs.® Secara umum, Persetujuan TRIPs berisi ketentuan-ketentuan terkait
dengan tujuh macam HKI, yaitu: hak cipta, merek, indikasi geografis, desain
industri, paten, tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.'' Ketentuan-
ketentuan dalam Persetujuan TRIPs merupakan ketentuan-ketentuan perlindungan
HKI yang terperinci yang menciptakan keseragaman standar perlindungan HKI
dan memfasilitasi pelaksanaan dari HKI,* antara lain pengaturan larangan untuk
melakukan reservasi terhadap ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs bagi negara-

I** serta

negara anggota WTO® dan pengaturan mengenai penegakan HK
pencegahan dan prosedur penyelesaian sengketa-sengketa HK1.*®
Pengaturan HKI sebagaimana terdapat dalam Persetujuan TRIPs merupakan
suatu hal yang baru dalam kerangka perdagangan dunia.'® Sebelumnya, pengaturan
HKI terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional tersendiri dan terlepas dari
kerangka perdagangan internasional, antara lain Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works (selanjutnya disebut dengan “Konvensi

Bern”)'’ dan The Paris Convention for the Protection of Industrial Property

? Lihat catatan kaki nomor 5.

10 persetujuan Pembentukan WTO, op.cit., Pasal 16 ayat (4), “Each Member shall ensure
the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as
provided in the annexed Agreements.” jo. Persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 1 ayat (1), “Members
shall give effect to the provisions of this Agreement....” (Cetak tebal oleh penulis.)

! Bhagirath Lal Das, op. cit., him. 115. Lihat juga Persetujuan TRIPs, ibid.

12 peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, WTO-World Economic Order, World Trade Law,
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, (Boston: Martinus
Nijhoff Publishers, 2006), him. 208.

13 persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 72, “Reservations may not be entered in respect of any
of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.”

* Ibid., Pasal 41-50.
> Ibid., Pasal 63-64.
16 Bhagirath Lal Das, op. cit., him. 115.

7 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, at Paris on July 24,
1971, and as amended on September 28, 1979, (Konvensi Bern), UN Doc. No. 99-27.
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' Dengan dilampirkannya

(selanjutnya disebut dengan “Konvensi Paris”).
Persetujuan TRIPs dalam Persetujuan Pembentukan WTO, maka Persetujuan
TRIPs adalah satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan
WTO." Alasan untuk memasukkan Persetujuan TRIPs menjadi bagian dari
Persetujuan Pembentukan WTO ini tidak lepas dari kenyataan bahwa HKI sebagai
sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. HKI merupakan hasil
kreasi pikiran yang membutuhkan perlindungan melalui pemberian hak eksklusif,
dengan tujuan untuk memberikan kompensasi yang layak kepada pemegang
HKI1.? Namun demikian, eksklusifitas dalam produksi atau pemasaran akan
mengakibatkan harga yang tinggi yang pada akhirnya dibebankan pada pembeli

atau pengguna barang atau jasa.?*

Oleh karena itu, bagian penting dalam
perlindungan HKI adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan
pencipta dan kepentingan dari pembeli atau pengguna barang atau jasa.? Pada titik
inilah Persetujuan TRIPs memberikan peranannya dalam perlindungan HKI
dengan mengatur aspek-aspek perdagangan dari perlindungan HKI.%

Proses lahirnya Persetujuan TRIPs sebagai bagian dari Persetujuan
Pembentukan WTO ini tidak lepas juga dari adanya tarik-menarik kepentingan
antara negara maju dan negara berkembang dalam upaya pemberian perlindungan

terhadap HKI.?* Secara alamiah, negara-negara maju, sebagai pemilik modal,

'8 The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as revised at Stockholm
on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979, (Konvensi Paris), UN Doc. No. 1-11851.

9 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 2 ayat (2), “The agreements and
associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as
"Multilateral Trade Agreements™) are integral parts of this Agreement, binding on all Members.”
(Cetak tebal oleh penulis.)

20 Bhagirath Lal Das, op. cit., him. 115.

2! bid.

% bid.

23 peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, op. cit., him. 211.

2 Lihat Mohamed Omar Gad, “TRIPS Dispute Settlement and Developing Country
Interests” dalam Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement, Carlos M.

Correa dan Abdulgawi A. Yusuf, Editor, (tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International,
2008), him. 332.
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senantiasa menghendaki adanya sistem perlindungan bagi investasi mereka.?
Negara-negara maju merasa kepentingan investasi mereka, terkait dengan
perlindungan HKI, akan lebih terakomodasi jika perlindungan HKI berada di
bawah pengelolaan WTO karena pada forum WTO inilah semua negara
melakukan transaksi umum perdagangan untuk memperjuangkan akses pasar satu
sama lain.?” Amerika Serikat, secara khusus, menyatakan bahwa selain perjanjian
mengenai perdagangan jasa, perjanjian mengenai perlindungan HKI merupakan
suatu prasyarat dalam tatanan perdagangan dunia yang baru berdasarkan WTO.?®
Sementara itu, negara berkembang®® berusaha untuk mencegah dan menentang
masuknya isu HKI dalam negosiasi GATT ini. Negara-negara berkembang lebih
menghendaki World Intellectual Property Organization (WIPO),* sebagai sebuah
organisasi internasional yang telah lebih dahulu ada, untuk mengelola
perlindungan HKI. Namun, pada akhirnya usulan negara-negara maju inilah yang
lebih disetujui, sehingga lahirlah Persetujuan TRIPs.*

Mengingat bahwa Persetujuan TRIPs merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO yang mengikat setiap negara

» Negara-negara maju yang aktif dalam menyuarakan usulan untuk memasukkan HKI
sebagai bagian dari pembahasan dalam Uruguay Round adalah Amerika Serikat dan Komunitas
Eropa. Lihat UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPs and Development, (New York:
Cambridge University Press, 2005), him. 4-5.

%6 Agus Sardjono (a), Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, (Bandung:
Alumni, 2006), him. 163.

%" |da Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi
Bisnis Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2000), him. 55.

%8 peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, op. cit., him. 210.

9 Negara-negara berkembang yang cukup aktif dalam menyuarakan penentangan terhadap
usulan dari negara-negara maju ini adalah India dan Brazil. Lihat UNCTAD-ICTSD, op. cit., him.
6. Lihat juga Tim Lindsey, et al., ed., Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, (Bandung:
Alumni, 2006), him. 77.

%0 WIPO adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara
khusus didirikan untuk mengkoordinasi kerja sama antar negara dalam bidang perlindungan HKI
berdasarkan Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization, signed at
Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979 (Konvensi WIPO), yang telah
diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.

1 Tentang pembahasan dan perdebatan antara negara-negara maju dan negara-negara
berkembang mengenai pembentukan Persetujuan TRIPs sebagai bagian dari Persetujuan
Pembentukan WTO secara lebih jelas dan lengkap lihat Bab 1.
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anggota WTO® dan mengamanatkan negara-negara anggota WTO untuk
menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI nasionalnya dengan ketentuan-
ketentuan di dalam Persetujuan TRIPs,*® negara-negara berkembang yang menjadi
anggota WTO, mau tidak mau, turut terikat dengan Persetujuan TRIPs ini dan
harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI-nya dengan ketentuan
dalam Persetujuan TRIPs.

Bidang penting lainnya yang diatur dalam Persetujuan Pembentukan WTO
adalah mengenai penyelesaian sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa ini
terwujud dalam Persetujuan tentang Ketentuan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of
Disputes) atau yang dikenal dengan sebutan (Dispute Settlement Understanding)
(selanjutnya disebut dengan “DSU”).** DSU menyediakan secara spesifik aturan
dan prosedur penyelesaian sengketa terkait dengan implementasi dari ketentuan
Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan yang menjadi
lampiran dari Persetujuan pembentukan WTO, dengan tetap memperhatikan
ketentuan khusus atau ketentuan tambahan mengenai penyelesaian sengketa yang
terdapat dalam masing-masing persetujuan lampiran dari Persetujuan
Pembentukan WTO.* Tujuan dari pengaturan mengenai penyelesaian sengketa
dalam WTO ini adalah sebagai bagian utama untuk menciptakan kepastian dalam
sistem perdagangan internasional.®*® Negara-negara anggota WTO diwajibkan
untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang di antara mereka sesuai dengan

aturan dan prosedur penyelesaian sengketa DSU.*” Dengan ini, negara-negara

%2 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 2 ayat (2).

% |bid., Pasal 16 ayat (4), “Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations
and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.” jo.
Persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 1 ayat (1), “Members shall give effect to the provisions of this
Agreement...”

% bid., Annex 2, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of
Disputes (selanjutnya disebut dengan “DSU”), 15 April 1994.

% DSU, Ibid., Pasal 1 ayat (2).

% Ibid., Pasal 3 ayat (2), “The dispute settlement system of the WTO is a central element in
providing security and predictability to the multilateral trading system.”

% 1bid., Pasal 23.
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anggota WTO diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang secara
damai*® dan dilarang untuk menggunakan cara-cara kekerasan atau tindakan
sepihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang yang terjadi di antara
mereka.*® Prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam DSU
meliputi: konsultasi, jasa baik, konsiliasi dan mediasi, Panel, Badan Banding
(Appelate Body), implementasi putusan dan rekomendasi, dan arbitrase.*

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam Persetujuan TRIPs adalah prinsip
national treatment.** Secara umum, prinsip national treatment berarti bahwa
terhadap produk-produk impor yang masuk ke suatu negara anggota WTO harus
diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan
perlakuan yang diberikan terhadap produk-produk dalam negeri.** Dalam lingkup
HKI, prinsip national treatment ini berlaku untuk orang dan secara khusus untuk
pemegang HKI,** bukan terhadap barang atau jasanya. Salah satu cara untuk
mencapai tujuan-tujuan dari WTO* adalah dengan mengurangi perlakuan yang

diskriminatif dalam perdagangan internasional (prinsip non-diskriminasi).*®

® Huala Adolf (a), Penyelesaian Sengketa Dagang dalam WTO, (Bandung: Penerbit
Mandar Maju, 2005), him. 1. Lihat juga DSU, ibid., Pasal 3 ayat (7), “The aim of the dispute
settlement mechanism is to secure a positive solution to a dispute. A solution mutually acceptable
to the parties to a dispute...”

% 1bid., him. 93.

“0'ihat BAB 11 untuk penjelasan secara terperinci mengenai prosedur penyelesaian sengketa
ini.

1 persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 3 ayat (1), “Each Member shall accord to the nationals
of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard
to the protection of intellectual property...”

*2 Bhagirath Lal Das, op. cit., him. 15. Bandingkan dengan Sudargo Gautama (), Pengantar
Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1987), hIm. 291 menyatakan bahwa
prinsip national treatment adalah prinsip yang menentukan bahwa orang asing akan memperoleh
perlakuan yang sama seperti perlakuan yang diberikan oleh suatu negara bagi warga negaranya
sendiri.

* Abdulgawi A. Yusuf, “TRIPS: Background, Principles and General Provisions”, dalam
Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement, op. cit., him. 16.

* Lihat BAB Il-sub bab A nomor 2 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan
WTO.

** Peter van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, Second
Edition, (New York: Cambridge University Press, 2009), him. 85-86. Cara lainnya yang digunakan
untuk mencapai tujuan-tujuan WTO adalah dengan mengurangi hambatan tarif dan hambatan-
hambatan lainnya dalam perdagangan.
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Prinsip national treatment adalah salah satu dari dua prinsip yang merupakan
bagian dari prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam WTO.* Prinsip national
treatment sendiri sudah banyak dicantumkan dalam berbagai konvensi
internasional yang berkaitan dengan HKI, antara lain: The Madrid Agreement
Concerning the International Registration of Marks (Persetujuan Madrid),*’
Konvensi Roma,*”® Konvensi Bern,*® dan Konvensi Paris. *° Meskipun prinsip
national treatment ini merupakan salah satu prinsip dasar yang dianut dalam
WTO, secara khusus dalam Persetujuan TRIPs, masih terdapat kesulitan dan

pelanggaran dalam penerapan prinsip national treatment oleh negara-negara

*® peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, op. cit., him. 48. Satu bagian lainnya dari prinsip
non-diskriminasi_adalah prinsip most-favored nation. Prinsip most-favored nation menyatakan
bahwa perlakuan yang diberikan terhadap suatu barang atau jasa dari suatu negara anggota WTO
harus pula diberikan terhadap barang atau jasa terhadap dari negara-negara anggota WTO lainnya.
Lihat juga Peter van den Bossche, op. cit., hIm. 38.

*" The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 14 April
1891, as amended in Stockholm on 28 September 1979, (Persetujuan Madrid), 828 U.N.T.S. 389,
Pasal 2, “Nationals of countries not having acceded to this Agreement who, within the territory of
the Special Union constituted by the said Agreement, satisfy the conditions specified in Article 3 of
the Paris Convention for the Protection of Industrial Property shall be treated in the same manner
as nationals of the contracting countries.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

*® International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and
Broadcasting Organisations, done at Rome on October 26, 1961, (Konvensi Roma), UN Doc. No.
1-7247, Pasal 2 ayat (1), “..., national treatment shall mean the treatment accorded by the
domestic law of the Contracting State in which protection is claimed: (a) to performers who are
its nationals, as regards performances taking place, broadcast, or first fixed, on its territory; (b) to
producers of phonograms who are its nationals, as regards phonograms first fixed or first
published on its territory; (c) to broadcasting organisations which have their headquarters on its
territory, as regards broadcasts transmitted from transmitters situated on its territory.” (Cetak
tebal oleh Penulis.)

*Konvensi Bern, op. cit., Pasal 5 ayat (1), “Authors shall enjoy, in respect of works for
which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of
origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as
well as the rights specially granted by this Convention.” jo. Pasal 5 ayat (3), “Protection in the
country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a national of the
country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in
that country the same rights as national authors.” (Cetak tebal oleh Penulis.)

%0 Konvensi Paris, op. cit., Pasal 2 ayat (1), “Nationals of any country of the Union shall, as
regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the
advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without
prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the
same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights,
provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.” (Cetak
tebal oleh Penulis.)
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anggota WTO,” terutama dalam usaha-usaha perlindungan HKI. Sedikitnya
terdapat 2 sengketa®® yang pernah diselesaikan oleh Dispute Settlement Body-
WTO (selanjutnya disebut dengan “DSB-WTQO”) terkait dengan pelanggaran
penerapan prinsip national treatment oleh negara-negara anggota WTO dalam
usaha-usaha perlindungan HKI yang mereka berikan, terutama di bidang merek.
Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No.
7 Tahun 1994,> tanpa adanya pensyaratan (reservation).>* Dengan diratifikasinya
Persetujuan Pembentukan WTO tanpa adanya pensyaratan (reservation) oleh
Indonesia, maka Indonesia terikat dengan seluruh ketentuan yang terdapat dalam
Persetujuan Pembentukan WTO, termasuk seluruh persetujuan yang menjadi
lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTQO sebagaimana terdapat dalam
Lampiran 1, 2 dan 3, yang di dalamnya termasuk pula Persetujuan TRIPs.> Oleh
karena itu, peraturan perundang-undangan mengenai HKI di Indonesia harus

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs.*®

*! peter van den Bossche, op.cit., him. 39.

%2 Sengketa (1) US-Section 211 Appropriations Act of 1998, Appelate Body Report No.
WT/DS176/AB/R, 2 Januari 2002 dan (2) Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile
Industry, Panel Report No. WT/DS54/R, 23 July 1998. Lihat BAB IV dari tesis ini untuk
penjelasan dan analisis mengenai kedua sengketa tersebut.

% Indonesia (b), Undang-Undang Pengesahan Agreeement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), UU No. 7 Tahun 1994,
LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

** Ratifikasi tanpa adanya pensyaratan (reservation) ini sesuai dengan ketentuan Persetujuan
Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 16 ayat (5), “No reservations may be made in respect of any
provision of this Agreement. Reservations in respect of any of the provisions of the Multilateral
Trade Agreements may only be made to the extent provided for in those Agreements...” Lihat juga
Persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 72, “Reservations may not be entered in respect of any of the
provisions of this Agreement without the consent of the other Members.” Pensyaratan (reservation)
adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada
perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima,
menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Lihat
Indonesia (c), Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun 2000, LN No.
185 Tahun 2000, TLN No. 4012, Pasal 1 angka (5). (Cetak tebal oleh Penulis.)

> Persetujuan Pembentukan WTO, ibid., Pasal 2 ayat (2), “The agreements and associated
legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade
Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members.” (Cetak tebal oleh
Penulis.)

% Penyesuaian peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia dengan ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam TRIPs menjadi suatu hal yang mutlak terkait dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (4) Persetujuan Pembentukan WTO dan Pasal 1 ayat (1)
Persetujuan TRIPs.
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Perlindungan hukum terhadap HKI sendiri bukanlah suatu hal yang baru di
Indonesia. Sejak zaman Hindia Belanda, Indonesia sudah mempunyai peraturan
mengenai HKI. Peraturan yang secara khusus yang mengatur mengenai merek
pada masa Hindia Belanda adalah Reglement Industrielle Eigendom Kolonien
1912.>" Peraturan tersebut adalah peraturan yang diterapkan di Belanda, yang
diberlakukan di Hindia Belanda atas dasar asas konkordansi.*® Peraturan HKI yang
berlaku selama masa penjajahan tetap diberlakukan setelah Indonesia merdeka atas
dasar Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.> Setelah 16 tahun
Indonesia merdeka, barulah terbit peraturan perundang-undangan pertama di
bidang HKI melalui UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek
Perniagaan.®® Setelah itu berbagai peraturan perundang-undangan mengenai HKI
di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu.

Salah satu penyesuaian peraturan perundang-undangan dalam bidang HKI di
Indonesia adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang merek.
Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912°* yang berlaku di masa Hindia
Belanda dicabut dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan
Merek Perniagaan.®” Selanjutnya, UU ini diubah dengan UU No. 19 Tahun 1992.%
UU No. 19 Tahun 1992 ini merupakan penyesuaian terhadap Konvensi Paris yang

* Hindia Belanda (a), Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912, Staatsblad 1912-
545 jo. Staatsblad 1913-214. Peraturan HKI pada masa Hindia Belanda yang secara khusus
mengatur tentang hak cipta adalah Hindia Belanda (b), Auterswet 1912, Staatsblad 1912-600.

% Hindia Belanda (c), Indische Staatsregeling 1925, Staatsblad 1925-415, Pasal 131 ayat
).

% Indonesia (d), Undang-Undang Dasar 1945, Pasal Il Aturan Peralihan berbunyi: “Segala
Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.” Setelah perubahan ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002, Pasal Il
Aturan Peralihan ini diganti dengan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan dengan rumusan, “Segala
peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.”

% Indonesia (e), Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, UU
No. 21 Tahun 1961, LN No. 290 Tahun 1961, TLN No. 2341.

®! Hindia Belanda (a), op. cit.
%2 Indonesia (e), UU No. 21 Tahun 1961, op. cit.

% Indonesia (f), Undang-Undang tentang Merek, UU No. 19 Tahun 1992, LN No. 81 Tahun
1992, TLN No. 3490.
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telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.%
Selanjutnya, UU No. 19 Tahun 1992 tersebut diubah dengan UU No. 14 Tahun
1997%° sebagai akibat diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO oleh
Indonesia yang mengakibatkan keterikatan terhadap Persetujuan TRIPs. UU No.
14 Tahun 1997 ini kemudian diubah lagi dengan UU No. 15 Tahun 2001 sebagai
penyempurnaan penyesuaian terhadap ketentuan Persetujuan TRIPs.®® UU No. 15
Tahun 2001 inilah yang pada saat ini berlaku sebagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai merek di Indonesia.

Penyesuaian peraturan perundang-undangan merek di Indonesia dengan
ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIPs dan berbagai perjanjian
internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia® ini ternyata tidak
menghindarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran merek yang dilakukan oleh
oknum tidak bertanggung jawab di Indonesia, terutama terkait dengan merek
terkenal asing. Pelanggaran tersebut berupa permohonan pendaftaran merek
dengan itikad buruk dan permohonan serta penggunaan merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak
asing, yang mengakibatkan adanya sengketa pembatalan merek. Padahal ini
merupakan suatu hal yang dilarang berdasarkan peraturan merek di Indonesia.®®

* Indonesia (q), Keputusan Presiden tentang Mengesahkan: 1. “Paris Convention for the
Protection of Industrial Property” tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah
Terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Dengan Disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap
Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi, 2. “Convention Establishing the
World Intellectual Property Organization” vang Telah Ditandatangani di Stockholm, Pada
Tanggal 14 Juli 1967, Keppres No. 24 Tahun 1979. (Nomor Lembaran Negara tidak berhasil
diketahui.)

% Indonesia (h), Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun
1992 tentang Merek, UU No. 14 Tahun 1997, LN No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681.

% Indonesia (i), Undang-Undang tentang Merek, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110
Tahun 2001, TLN No. 4131.

%7 Konvensi Paris dan Trademark Law Treaty. Trademark Law Treaty telah diratifikasi oleh
Indonesia melalui Indonesia (j), Keputusan Presiden tentang Pengesahan Trademark Law Treaty,
Keppres No. 17 Tahun 1997. (Nomor Lembaran Negara tidak berhasil diketahui.)

% Lihat Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, op. cit., Pasal 4, “Merek tidak dapat didaftar
atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” dan Pasal 6 ayat
(1) huruf (b), “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal
milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”
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Terkait dengan prinsip national treatment sebagaimana terdapat dalam
Persetujuan TRIPs, dalam UU No. 15 Tahun 2001 juga tidak diatur secara tegas
tentang prinsip national treatment ini. Tidak diaturnya prinsip national treatment
secara tegas dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini bukan berarti Indonesia tidak perlu
memberlakukan prinsip national treatment dalam perlindungan merek. Indonesia.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Persetujuan Pembentukan WTO,
setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia, wajib untuk menyesuaikan
hukum, peraturan dan prosedur administratif nasionalnya dengan ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan Pembentukan WTO beserta
persetujuan-persetujuan lampirannya.®® Selanjutnya, terkait dengan prinsip
national treatment, dalam Pasal 3 Persetujuan TRIPs dinyatakan bahwa setiap
negara anggota WTO, termasuk Indonesia, wajib untuk tetap memberlakukan
prinsip national treatment, terutama dalam hal pemberian perlindungan merek
kepada warga-warga negara anggota WTO lainnya dalam wilayah teritorialnya,”
termasuk pula dalam proses penyelesaian sengketa merek-merek asing di
pengadilan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka Penulis tertarik untuk
menulis tesis dengan judul: Penerapan Prinsip National Treatment Dalam
Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights-World
Trade Organization Pada Proses Penyelesaian Sengketa Di Dispute Settlement

Body-World Trade Organization Dan Di Pengadilan Niaga Indonesia.

B. Pokok-Pokok Permasalahan

Pembahasan mengenai sengketa merek dalam penelitian ini dibatasi hanya
pada pembahasan mengenai sengketa merek dagang. Berdasarkan pemaparan latar
belakang sebelumnya, ada tiga pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan

ini, yaitu:

% persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 16 ayat (4), “Each Member shall ensure
the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as
provided in the annexed Agreements.” jo. Persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 1 ayat (1), “Members
shall give effect to the provisions of this Agreement...”

"0 persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 3 ayat (1), “Each Member shall accord to the nationals
of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with
regard to the protection of intellectual property, ....” (Cetak tebal oleh penulis.)
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1. Bagaimanakah DSB-WTO memutus dugaan pelanggaran prinsip national
treatment Persetujuan TRIPs yang dilakukan negara-negara anggota WTO
dalam suatu sengketa merek?

2. Bagaimanakah penerapan prinsip national treatment Persetujuan TRIPs dalam
penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia?

3. Bagaimanakah relevansi putusan DSB-WTO sehubungan dengan prinsip
national treatment Persetujuan TRIPs dalam suatu sengketa merek terhadap
penerapan prinsip national treatment Persetujuan TRIPs dalam penyelesaian

sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan pokok permasalahan di

atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. = Mengetahui analisis dan putusan DSB-WTO sehubungan dengan dugaan
pelanggaran prinsip national treatment Persetujuan TRIPs yang dilakukan
negara-negara anggota WTQO dalam suatu sengketa merek.

2. Mengetahui penerapan prinsip national treatment Persetujuan TRIPs dalam
penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia.

3. Menganalisis relevansi putusan DSB-WTO sehubungan dengan prinsip
national treatment Persetujuan TRIPs dalam suatu sengketa merek terhadap
penerapan prinsip national treatment Persetujuan TRIPs dalam penyelesaian

sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia.

D. Kerangka Teori

Prinsip national treatment adalah salah satu bentuk dari teori timbal-balik
dan pembalasan dalam Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut dengan
“HPI1”). Teori timbal-balik dan pembalasan dalam HPI menyiratkan kondisi orang
asing, pengakuan daripada keputusan asing, dan penggunaan hukum asing.”*
Timbal-balik dan pembalasan ini bisa menjadi pengecualian terhadap penggunaan
hukum asing dalam suatu Negara pada penyelesaian sengketa—sengketa terkait
dengan HPI. Hukum asing yang oleh kaidah HPI hakim harus dipergunakan,

" Sudargo Gautama (a), op. cit., him. 286.
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akhirnya kita saksikan tidak dipakai pula, karena tidak terpenuhi syarat timbal-
balik atau harus dilakukan pembalasan.”” Namun, bukan berarti dengan tidak
terpenuhinya syarat timbal-balik dalam suatu Negara, lalu hukum asing yang
seyogyanya dipergunakan menjadi tidak dipergunakan. Penggunaan timbal-balik
dalam HPI bukanlah suatu syarat mutlak.”

Timbal-balik dalam HPI dibedakan menjadi dua yaitu, timbal-balik formil

dan timbal-balik materiil.”*

Dalam timbal-balik formil tidak diketahui secara pasti
apa yang akan menjadi perlakuan dalam tiap-tiap Negara’ karena yang ditentukan
hanyalah perlakuan yang sama, tanpa ada rincian pasti bentuk-bentuk perlakuan
yang sama tersebut. Sedangkan dalam timbal-balik materiil diatur secara terperinci
perlakuan-perlakuan yang akan diberikan. Jadi, dalam timbal-balik materiil ini,
segala sesuatu menjadi lebih konkrit, lebih riil daripada dalam bentuk formal di
atas tadi.”® Dengan istilah timbal-balik formil ini dikedepankan bahwa orang asing
akan diperlakukan sama seperti warga negara sendiri, dengan syarat bahwa di
negara orang asing yang bersangkutan warga negara awak pun diperlakukan
demikian.”” Ada dua bentuk dari timbal-balik formil yaitu asimilasi dengan warga
negara, yang menentukan bahwa orang asing akan memperoleh perlakuan yang
sama seperti warga negara sendiri atau disebut juga dengan perlakuan nasional
(national treatment) dan klausula “bangsa yang paling diutamakan” (most favored
nation).”

Prinsip most favored nation menghendaki sebuah negara untuk memberikan
perlakuan yang sama kepada warga-warga negara asing (selanjutnya disebut

dengan “WNA”) dari negara-negara yang terikat dalam satu perjanjian yang sama

2 1bid.
 1bid., him. 287.
™ Ibid., him. 291.

> Sudargo Gautama (b), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Il Bagian Ke-5,
buku ke-6, edisi ke-2, cet. ke-1, (Bandung: Alumni, 1998), him. 149.

® 1bid., him. 153.
T 1bid. him. 149.

8 1bid., him. 149-150.
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dengannya.” Sebagai contoh misalnya: dalam melaksanakan isi dari Asean Free
Trade Agreement,® Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama bagi pelaku
usaha yang berasal dari Singapura dan pelaku usaha yang berasal dari negara-
negara anggota ASEAN lainnya yang melakukan perdagangan di wilayah
Indonesia. Indonesia dilarang untuk memberikan perlakuan yang lebih
menguntungkan kepada pelaku usaha yang berasal dari Singapura dibandingkan
dengan perlakuan yang diberikannya kepada pelaku usaha yang berasal dari
negara-negara anggota ASEAN lainnya. Selanjutnya, prinsip national treatment
menghendaki sebuah negara untuk memberikan kepada warga negara dari negara
yang terikat satu perjanjian yang sama dengannya, perlakuan yang sama seperti
perlakuan yang diberikan terhadap warga negaranya sendiri.®* Jadi, dengan
national treatment orang asing di suatu negara dipersamakan hak-haknya dan
kewajiban-kewajibannya seperti warga negara sendiri.*

Dalam kerangka WTO, prinsip national treatment adalah bagian dari prinsip
non-diskriminasi yang merupakan prinsip dasar WTO.#® Perlakuan yang
diskriminatif merupakan  karakteristik  kebijakan  proteksionisme dalam
perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara selama masa krisis ekonomi
besar di sekitar tahun 1930-an.®* Kebijakan diskriminatif dalam perdagangan yang
dilakukan oleh banyak negara pada saat itu telah mengakibatkan krisis ekonomi
dan politik yang berujung pada Perang Dunia 11.2° Sebab, kebijakan diskriminatif
dalam perdagangan telah melahirkan kebencian di antara negara-negara, para

pedagang dan pekerja yang telah didiskriminasi. Kebencian tersebut

" Ibid., him. 151.

8 Asean Free Trade Agreement, atau yang dikenal dengan sebutan AFTA adalah perjanjian
kerjasama di bidang perdagangan antara negara-negara anggota Association of South-East Asian
Nations (ASEAN).

®" 1bid., him. 149.

% Ibid., him. 150.

8 Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, op.cit, hlm. 48. Lihat juga Peter van den
Bossche, op.cit., him. 38.

8 peter van den Bossche, ibid., him. 321.

& 1bid.
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mengakibatkan hubungan internasional yang buruk dan lahirnya konflik politik
dan ekonomi.®® Selain itu, kebijakan yang diskriminatif telah mengganggu
jalannya pasar dengan kehadiran produk dan jasa yang lebih mahal dan/atau
dengan kualitas lebih rendah. Akhirnya, warga-warga negara dari negara yang
melakukan kebijakan diskriminatif yang harus membayar ‘harga’ atas kebijakan
tersebut.®” Oleh karena itulah, pengurangan perlakuan yang diskriminatif antar
negara-negara anggotanya dalam melakukan perdagangan internasional menjadi
salah satu tujuan utama dari WTO,® yang diwujudnyatakan dengan pemberlakuan

prinsip national treatment.

E. Kerangka Konsepsional
Untuk menghindarkan terjadinya kerancuan, maka dalam tulisan ini telah
dilakukan pembatasan definisi dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan, yaitu:
1. Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh pihak-
pihak dari negara yang berbeda, secara garis besar diimplementasikan dalam
bentuk transaksi ekspor dan impor. Ciri-cirinya antara lain, para pelakunya
saling tidak mengenal, pengiriman barang melintasi batas negara, pembayaran
dalam mata uang yang disepakati, prosedurnya cukup kompleks, memerlukan
jasa pihak ketiga dan merupakan sektor yang banyak dan sering diatur (heavy
regulation).®
2. Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut dengan “HKI”) secara
luas, adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari kegiatan intelektual di bidang
industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan, dan kesenian.”® HKI1 ini terdiri dari 2

bidang yaitu, hak cipta yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang terkait

% |bid.
8 Ibid.
% Ibid., him. 321. Lihat juga him. 86.

% Eddie Rinaldy, Kamus Perdagangan Internasional, (Jakarta: Indonesia Legal Center
Publishing, 2006), him. 275.

% World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Intellectual Property
Handbook: Policy, Law, and Use (WIPO Intellectual Property Handbook), WIPO Publication No.
489E, 2001, him. 3, <http://www.wipo.int/export/sites/iwww/aboutip/en/iprm/pdf/chl.pdf>,
diunduh 10 Mei 2008. “Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result
from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields.”
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dengan hak cipta, dan hak milik industrial yang terdiri dari merek dagang,
merek jasa, nama dagang, indikasi geografis, dan perlindungan dari persaingan
curang.™

3. Merek adalah tanda gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka—angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.*?

4. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama—sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.**

5. Prinsip national treatment adalah prinsip yang menyatakan bahwa orang asing
akan memperoleh perlakuan yang sama seperti warga negara sendiri.”

6. Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah keseluruhan peraturan dan
keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau
apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-
peristiva antara warga (-warga) negara pada satu waktu tertentu
memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah
hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan
kuasa tempat, (pribadi), dan soal-soal.*

7. Titik Pertalian Primer (TPP) adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang
melahirkan atau menciptakan hubungan HP1.%

8. Titik Pertalian Sekunder (TPS) adalah faktor—faktor dan keadaan—keadaan yang
menentukan hukum manakah yang harus dipilih daripada stelsel-stelses hukum
yang dipertautkan.®’

* Ibid.

% Indonesia (i), UU No. 15 Tahun 2001, op. cit., Pasal 1 angka 1.
% Ibid., Pasal 1 angka 2.

% Sudargo Gautama (a), op. cit., him. 291.

* 1bid., him. 21.

% Sudargo Gautama (c), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Il Bagian I, cet. ke-
2, (Bandung: Alumni, 1979), him. 27.

" 1bid., him. 31.
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F.  Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian hukum
normatif (doktriner). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Penelitian hukum normatif ini sering disebut pula penelitian hukum kepustakaan.*®
Dalam tulisan ini akan dianalisis penerapan prinsip national treatment terkait
dengan perlindungan merek yang terdapat di dalam putusan-putusan DSB-WTO
dan di Pengadilan Niaga Indonesia.

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan, atau gejala-gejala lainnya.” Dalam tulisan ini akan diberikan pemaparan
mengenai gambaran atau keadaan penerapan prinsip national treatment dalam
putusan-putusan DSB-WTO dan putusan-putusan Pengadilan Niaga Indonesia
sehubungan dengan penyelesaian sengketa merek.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data
yang diperoleh dari dari bahan-bahan pustaka.'® Data-data tersebut adalah data
yang berasal dari buku-buku meliputi berbagai bahan pustaka yang merupakan
bahan pustaka hukum, khususnya yang terkait dengan WTO, HKI, Merek dan
prinsip national treatment.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen merupakan suatu alat
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.’®* Pengumpulan data
dengan menggunakan metode studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara menelusuri berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka

hukum. Bahan pustaka hukum, berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), him. 13-14.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3, (Jakarta: Ul-Press, 2007),
him. 10.

100 5rj Mamudii, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 6. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, op. cit., him. 24.

191 5perjono Soekanto, op. cit., him. 21.
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menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.*%
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.'®® Penggunaan bahan
hukum primer atau yang sering disebut dengan sumber primer menjadi sangat
penting karena berfungsi sebagai landasan bagi penelitian ini. Dalam tulisan ini,
bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan
nasional di bidang HKI; secara khusus perundang-undangan mengenai merek di
Indonesia, traktat-traktat yang berkaitan dengan bidang HKI dan perdagangan
internasional; secara khusus dalam ranah WTO dan putusan-putusan DSB-WTO
dan Pengadilan Niaga Indonesia terkait dengan sengketa merek. Selanjutnya,
bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini karena bahan hukum
sekunder berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
sehingga diperoleh landasan teoritis yang kuat dan jelas dalam penelitian ini.
Contoh dari bahan hukum sekunder, antara lain adalah rancangan undang-undang,
hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.'® Bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan artikel yang
berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional (HPI), HKI secara khusus di
bidang merek, dan perdagangan internasional dalam ranah WTO. Tulisan ini juga
menggunakan bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier adalah bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder dan digunakan sebagai bahan untuk mencari data pendukung yang
diperlukan. Bahan hukum tertier ini terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan buku
register perkara di pengadilan.'® Bahan hukum tertier yang digunakan dalam
tulisan ini adalah kamus bahasa, kamus hukum, dan direktori pengadilan’®® untuk

memperoleh putusan-putusan pengadilan mengenai sengketa merek. Selain itu

1% Ibid., him. 52.
193 1hid.

1% 1pid.

195 |hid; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit. him. 33.

1% penggunaan istilah “direktori pengadilan” ini mengikuti istilah yang dipergunakan dalam

website Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung di Indonesia yang menunjukkan arsip putusan-
putusan pengadilan yang ada.
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juga, berbagai artikel dari internet yang berkaitan dengan HPI, merek dan WTO
akan digunakan sebagai data dalam tulisan ini.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dalam
penulisan tesis ini dilakukan dengan mewawancarai (1) Bapak Ignatius MT.
Silalahi, SH., MH., Kepala Seksi Pertimbangan dan Litigasi Direktorat Merek
pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan (2) Ibu Cita Citrawinda Noerhadi, SH., LL.M., sebagai
akademisi sekaligus praktisi di bidang HKI. Wawancara ini dilakukan dengan
tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang segala sesuatu
yang berkaitan dengan merek dan praktik penyelesaian sengketa merek dan untuk
melengkapi informasi mengenai hal bersangkutan yang telah diperoleh melalui
pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumen.

Metode analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif
yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan
yang diteliti atau dipelajari sebagai objek penelitian.®” Dalam penelitian ini akan
dianalisis peraturan perundang-undangan merek, traktat-traktat yang berkaitan
dengan bidang HKI dan perdagangan internasional (WTQ), dan putusan-putusan
DSB-WTO dan Pengadilan Niaga Indonesia sehubungan dengan penerapan
national treatment yang diberikan dalam rangka perlindungan merek.

Bentuk laporan penelitian dalam tesis ini adalah berupa deskriptif analitis,
yaitu menjelaskan gambaran penerapan prinsip national treatment di DSB-WTO

dan di Pengadilan Niaga Indonesia sehubungan dengan perlindungan merek.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dari penelitian ini akan terdiri dari 5 bab yang akan menuntun pada
penjelasan yang berkelanjutan sampai pada kesimpulan penelitian ini.
BAB | - PENDAHULUAN

Sebagai langkah awal dalam tulisan ini, bagian pendahuluan diperlukan
untuk membangun konsep dan tujuan yang jelas dalam mengerjakan penelitian.

Bab ini terdiri dari penjelasan latar belakang penulisan, pokok permasalahan,

97 Sri Mamudii, et al., op.cit., hal. 67.
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tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, metode penelitian, dan
diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB Il - PERSETUJUAN PEMBENTUKAN WTO, PERSETUJUAN TRIPs
DAN PENYELESAIAN SENGKETA DIWTO

Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Pada sub-bab pertama dipaparkan sekilas
mengenai sejarah pembentukan, fungsi, tata organisasi dalam Persetujuan
Pembentukan WTO, termasuk pula mengenai hubungan antara WTO dan WIPO,
yang dimaksudkan untuk menjadi pengantar dalam pembahasan mengenai
Persetujuan TRIPs. Selanjutnya pada sub-bab kedua dipaparkan mengenai
Persetujuan TRIPs yang mencakup paparan mengenai sejarah pembentukan,
tujuan, prinsip dan dampak keberlakuannya terhadap sistem perlindungan HKI.
Pada sub-bab ketiga dibahas mengenai penyelesaian sengketa di WTO yang
meliputi paparan mengenai sejarah pembentukan dan prosedur penyelesaian

sengketa yang terdapat dalam WTO.

BAB Il - HKI, MEREK DAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT

Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Dalam sub-bab pertama dijelaskan
mengenai konsep umum HKI untuk menghantarkan pada penjelasan sub-bab
kedua mengenai merek, yang di dalamnya mencakup pembahasan mengenai
definisi, fungsi, perlindungan merek, termasuk untuk merek terkenal yang berlaku
berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Persetujuan TRIPs.
Dalam sub-bab ketiga dijelaskan mengenai prinsip national treatment, yang di
dalamnya mencakup pembahasan mengenai definisi, konsep dan bentuk

pengaturan prinsip national treatment dalam HPI dan Persetujuan TRIPs.

BAB IV-ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN DSB-WTO DAN PENGADILAN
NIAGA INDONESIA

Dalam bab ini dibahas mengenai penerapan prinsip national treatment dalam
putusan-putusan DSB-WTO dan Pengadilan Niaga Indonesia terkait dengan

sengketa merek. Pembahasan mengenai penerapan prinsip national treatment
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dalam bab ini dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan DSB-WTO dan
Pengadilan Niaga Indonesia yang terkait dengan sengketa merek.

Sub-bab pertama membahas mengenai kasus posisi dari sengketa-sengketa
merek yang terjadi di DSB-WTO. Selanjutnya, dalam sub-bab kedua dari bab ini
membahas penerapan prinsip national treatment dalam penyelesaian sengketa
merek di DSB-WTO. Sub-bab ketiga membahas mengenai kasus posisi dan aspek
HPI dari putusan-putusan Pengadilan Niaga Indonesia terkait sengketa merek
terkenal. Pada sub-bab keempat dibahas penerapan prinsip national treatment
dalam penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis dari sub-bab kedua dan sub-bab keeempat tersebut
diperoleh kesimpulan mengenai penerapan prinsip national treatment sehubungan
dengan perlindungan merek di WTO dan Indonesia, yang selanjutnya akan
dianalisis relevansi putusan DSB-WTO terkait penerapan prinsip national
treatment terkait sengketa merek dengan penerapan prinsip national treatment

sehubungan dengan penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Niaga Indonesia.

BAB V - PENUTUP
Dalam Bab ini dipaparkan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas
pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini, yang terdiri dari sub-bab kesimpulan

dan saran.
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BAB |1
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN WTO, PERSETUJUAN TRIPs DAN
PENYELESAIAN SENGKETA DIWTO

A. Persetujuan Pembentukan WTO

1. Latar Belakang dan Proses Pembentukan WTO

Terjadinya krisis ekonomi besar di sekitar tahun 1930-an telah
mengakibatkan lahirnya usaha-usaha pembentukan tatanan ekonomi internasional
setelah Perang Dunia Il, salah satunya dengan pembentukan Economic and Social
Council (selanjutnya disebut dengan “ECOSOC”)'® sebagai organ utama
Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan “PBB”).** Pada saat itu
disepakati bahwa kedamaian tidak hanya dihasilkan dengan tidak adanya
kekerasan, tetapi juga meliputi aspek sosial dan ekonomi yang penting dalam
membangun kedamaian dunia yang efektif.'*°

Selama berlangsungnya Perang Dunia |1, negara-negara sekutu, khususnya
Amerika Serikat dan Inggris, memprakarsai pembentukan lembaga ekonomi
internasional  untuk ~ mengisi  tujuan-tujuan  kebijakan  perekonomian
internasional.™'* Pada tahun 1944 diadakan Konferensi Bretton Woods yang
berhasil membentuk International Monetary Fund (IMF) dan International Bank

for Reconstruction and Development (IBRD).}*? IMF'® dan IBRD™* adalah

198 United Nations (a), Charter of the United Nations 1945, sebagaimana terakhir kali
diubah pada 24 September 1973, Pasal 61. ECOSOC adalah badan utama dari PBB yang bertugas
sebagai forum utama untuk membicarakan persoalan sosial dan ekonomi internasional, dan
menyusun rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada negara-negara anggota PBB. Lihat juga
“Background Information”, <http://www.un.org/en/ecosoc/about/>, diunduh tanggal 10 Februari
2012.

199 peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, op. cit., him. 11.
"9 1bid., him. 12.

11 Huala Adolf (b), Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Edisi revisi ke-4,
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), him. 48.

12 Bretton Woods Conference adalah konferensi moneter dan keuangan yang diadakan oleh
PBB di Bretton Woods, New Hampshire pada tanggal 1-22 Juli 1944. Konferensi ini
diselenggarakan dengan tujuan untuk mengadakan serangkaian peraturan sehubungan dengan
sistem moneter internasional setelah Perang Dunia Il berakhir. Dalam Bretton Woods Conference
ini dihasilkan pembentukan International Monetary Fund (IMF) dan International Bank for

a5 SR - b P T SR R b s o



http://www.un.org/en/ecosoc/about/

lembaga multilateral yang bergerak hanya di bidang keuangan.'*®> Pada saat
terbentuknya IMF dan IBRD, persoalan yang berkaitan dengan perdagangan
belum didiskusikan terlalu dalam. Namun demikian, telah ada kesadaran pada
masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga internasional yang secara
khusus bergerak di bidang perdagangan, untuk melengkapi fungsi dari IBRD dan
IMF."'® Pada rapat pertama ECOSOC di bulan Februari 1946, ECOSOC
menerima rancangan resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk
mengadakan konferensi dalam bidang perdagangan dalam rangka pembentukan
International Trade Organization (ITO).*"’

Sebuah Panitia Persiapan (Prepatory Committee) untuk membentuk lembaga
internasional di bidang perdagangan ini telah dibentuk pada bulan Februari 1946
dan mengadakan pertemuan pertama di London pada bulan Oktober 1946
Pembahasan mengenai rancangan Piagam ITO diadakan pertama kali di Jenewa
pada tahun 1947. Oleh karena perundingan yang alot, sampai berakhirnya

konferensi di Jenewa ini, Piagam ITO dianggap belum sempurna dan masih

Reconstruction and Development (IBRD). “U.S. Department of State, Office of the Historian”,
<http://history.state.gov/milestones/1937-1945/BrettonWoods>, diunduh tanggal18 Maret 2012.

3 IMF bertugas untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional dan stabilitas
nilai tukar mata uang, memfasilitasi pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional
dan menyediakan sumber-sumber keuangan bagi anggota-anggotanya dalam menyeimbangkan
kesulitan pembayaran dan mengurangi tingkat kemiskinan dari negara-negara anggotanya. “About
the IMF”, <http://www.imf.org/external/about/overview.htm>, diunduh tanggal 18 Maret 2012.

14 IBRD bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara yang memiliki
pendapatan kecil dengan cara mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan melalui
pinjaman, jaminan, produk-produk pengelolaaan resiko dan layanan analisis. “International Bank
for Reconstruction and Development”,
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,menuPK:30460
81~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012,00.html>, diunduh tanggal 18 Maret
2012.

115 Robert A. Weaver dan Delphine A. Abellard, The Functioning of the GATT System,
(Deventer: Kluwer Law and Taxation, 1993), him. 2.

1% peter van den Bossche, op. cit., him. 78. Lihat juga Huala Adolf (c), Hukum
Perdagangan Internasional, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), him. 102-103.

117 Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, op. cit., him. 3. Lihat juga Peter van den
Bossche, ibid., him. 78.

118 peter van den Bossche, Ibid.
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memerlukan negosiasi lebih lanjut. Piagam ITO dijadwalkan untuk selesai
terbentuk pada saat Konferensi Havana awal tahun 1948.1*°

Bersamaan dengan diadakannya perundingan Piagam ITO, diadakan pula
perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang merupakan
suatu persetujuan multilateral yang mengatur mengenai pengurangan tarif secara
timbal-balik dan ketentuan umum lainnya terkait dengan tarif, yang awalnya akan
dijadikan sebagai lampiran dari Piagam ITO.**® Perundingan yang membahas
mengenai GATT ini selesai lebih cepat dibandingkan dengan pembahasan Piagam
ITO. Oleh karena itu, dalam perundingan diusulkan bahwa GATT akan
diberlakukan lebih dahulu, tanpa perlu menunggu selesainya perundingan
mengenai pembentukan Piagam 1TO.'* Akhirnya, GATT efektif berlaku pada
tanggal 1 Januari 1948, setelah Protocol Provisional Application (PPA)
ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh 23 negara yang ikut serta
dalam perundingan. Penandatanganan PPA ini disetujui untuk memberlakukan
GATT 1947,'%2 sambil menunggu penyelesaian pembentukan Piagam ITO.'?

Akhirnya, pada bulan Maret 1948 perundingan tentang pembentukan
Piagam ITO selesai, sehingga terbentuklah Piagam ITO yang disahkan di Havana
sehingga dikenal dengan sebutan Piagam Havana. Di dalam Piagam ITO ini diatur
mengenai ketentuan dasar dalam perdagangan internasional dan persoalan-
persoalan ekonomi internasional lainnya.*** Namun, piagam ini tidak pernah
berlaku dan ITO tidak pernah terbentuk. Penyebab utamanya adalah karena

Amerika Serikat, sebagai pelaku utama dalam perdagangan dunia, menyatakan

119 Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, op. cit., him. 4
120 Huala Adolf (b), op. cit., hlm. 49. Lihat juga Peter van den Bossche, op. cit., him. 78.

121 peter van den Bossche, op. cit., him. 78. Lihat juga Mitsuo Matsushita; Thomas J.
Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, The World Trade Organization, Law, Practice and Policy,
(New York: Oxford University Press, 2006), him. 2.

122 Dalam penulisan ini, GATT disebut dengan “GATT 1947” untuk membedakannya
dengan GATT 1994 yang merupakan salah satu perjanjian lampiran dari Persetujuan Pembentukan
WTO.

123 Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, op. cit., him. 4.

124 peter van den Bossche, op. cit., him. 79.

a5 SR - b P T SR R b s o




bahwa negaranya tidak akan meratifikasi Piagam Havana tersebut.'® Dengan
tidak disahkannya Piagam ITO yang mengakibatkan gagalnya pembentukan ITO,
GATT 1947 dilanjutkan untuk tetap berlaku berdasarkan PPA.'?®

Pada awalnya, GATT 1947 memang adalah sebuah perjanjian multilateral
yang dimaksudkan untuk menjadi lampiran dari Piagam ITO (Piagam Havana),
berada di bawah ITO dan bukanlah suatu organisasi internasional yang bergerak
di bidang perdagangan.*”’ Namun, dengan gagalnya pembentukan ITO, negara
anggota GATT 1947 telah menggunakan GATT 1947 sebagai forum untuk
menangani hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional.’*® Dengan
ini, secara perlahan GATT 1947 telah bertransformasi menjadi organisasi
internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional secara de
facto.'?
Sejak berdiri, GATT 1947 telah mensponsori berbagai macam perundingan-
perundingan utama/pokok yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran
(round). Putaran atau perundingan ini membahas mengenai pengurangan tarif dan

|.130

hambatan lainnya dalam perdagangan internasiona Putaran-putaran

perundingan tersebut bertujuan untuk mempercepat liberalisasi*** perdagangan

125 Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, op. cit., him. 5. Dominasi Amerika Serikat
dalam bidang perdagangan internasional pada saat itu, mempengaruhi negara-negara lain untuk
tidak ikut serta pula dalam perjanjian atau organisasi perdagangan internasional yang tidak
melibatkan Amerika Serikat sebagai negara peserta di dalamnya. Lihat juga Peter van den
Bossche, ibid., him. 80.

126 Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, ibid.
127 peter van den Bossche, op. cit., him. 80.
128 Robert A Weaver dan Delphine A. Abellard, op.cit., him. 7.

129 peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, op. cit., him. 13. Lihat juga Peter van den
Bossche, op. cit., him. 80.

130 Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, op. cit., him. 5.

131 | iberalisasi adalah suatu proses atau usaha untuk menerapkan paham liberal dalam
kehidupan (mis: tata negara dan ekonomi). Kata “liberal” diartikan sebagai bersifat bebas atau
berpandangan luas dan terbuka. Dengan demikian “liberalisasi perdagangan internasional” dalam
kalimat ini diartikan sebagai suatu proses atau usaha untuk menerapkan paham kebebasan atau
keterbukaan dalam perdagangan internasional. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, ed. ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
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internasional.**? Sejarah mencatat bahwa ada 8 perundingan yang dilakukan oleh
GATT 1947, perundingan-perundingan tersebut adalah:
1. Geneva Round (1947);
2. Annecy Round (1949);
3. Torquay Round ( 1950-1951);
4. Geneva Round (1953-1956);
5. Dillon Round (1960-1961);
6. The Kennedy Round (1962-1967);
7. Tokyo Round (1973-1979); dan
8. Uruguay Round (1986-1994)

Lima putaran perundingan pertama berfokus pada pembahasan mengenai
pengurangan tarif dalam perdagangan internasional.’*® Sedangkan, 3 putaran
perundingan terakhir berfokus pada pembahasan mengenai hambatan non-tarif.
Perundingan yang membahas mengenai hambatan non-tarif ini lebih kompleks
dan sulit dibandingkan pembahasan mengenai pengurangan tarif karena hambatan
non-tarif telah menjadi suatu hambatan yang berkembang secara lebih serius
dibandingkan dengan hambatan tarif.**

Pada pelaksanaan Putaran Uruguay’®

tahun 1990, Menteri Perdagangan
dari Italia, Renato Ruggiero, mengajukan idee mengenai pembentukan sebuah
organisasi perdagangan internasional baru.*® Selanjutnya pada bulan April 1990,
Kanada mengusulkan secara formal pembentukan suatu badan perdagangan dunia
yang mengatur mengenai instrumen-instrumen multilateral sehubungan dengan
perdagangan internasional.™*” Usulan ini ditanggapi dengan cukup positif oleh

negara-negara anggota GATT 1947, khususnya negara-negara yang pada saat itu

32 Huala Adolf (c), op. cit., him. 99.
133 peter van den Bossche, op. cit., him. 81.
3% 1bid.

135 Istilah “Putaran Uruguay” merupakan padanan dari istilah “Uruguay Round”. Demi
konsistensi penulisan, dalam tesis ini digunakan istilah “Putaran Uruguay”.

1% 1hid., him. 82.

137 1bid., him. 83
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tergabung dalam Uni Eropa®® yang juga mengajukan proposal pembentukan suatu
organisasi perdagangan internasional di tahun 1990."*° Namun, Amerika Serikat
dan negara-negara berkembang menolak usulan pembentukan organisasi
perdagangan internasional baru ini karena adanya ketakutan terhadap lahirnya
supranasionalisme dalam perdagangan internasional dan penolakan negara-negara
besar dalam perdagangan untuk memberikan kesamaan hak suara dengan negara-
negara lainnya.'*°

Pada bulan November 1991, Uni Eropa, Kanada dan Meksiko mengeluarkan
suatu rancangan lengkap mengenai pembentukan suatu organisasi perdagangan
internasional baru, yang digunakan sebagai dasar untuk perundingan-perundingan
selanjutnya dalam rangka pembentukan organisasi perdagangan dunia baru.**
Perkembangan selanjutnya adalah pembahasan isi rancangan tersebut disertai
dengan perubahan-perubahannya agar dapat diterima oleh semua negara,

khususnya Amerika Serikat."

Akhirnya pada bulan Desember 1993 dicapailah
kesepakatan terhadap usulan pembentukan suatu organisasi internasional.*
Usulan ini kemudian disahkan menjadi persetujuan akhir yang disebut dengan The
Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan
Pembentukan WTO dan ditandatangani oleh negara-negara anggota GATT 1947
pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Persetujuan Pembentukan
WTO ini secara jelas menyatakan berdirinya WTO sebagai organisasi
perdagangan internasional.*** Berbeda halnya dengan GATT 1947 yang tidak
memiliki status hukum (legal personality) yang jelas sebagai sebuah organisasi
internasional, WTO dinyatakan memiliki status hukum sebagai sebuah organisasi

internasional dan memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan sehubungan dengan

38 Huala Adolf (b), op. cit., him. 116-117.
139 peter van den Bossche, op. cit., him. 83.
0 |bid.

1 bid.

2 Huala Adolf (b), op. cit., him. 117.

143 1bid.

1persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 1, “The World Trade Organization
(hereinafter referred to as "the WTQO") is hereby established.”
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pelaksanaan fungsi dan tugasnya.’® Selain itu, WTO juga dilengkapi dengan
struktur organisasi yang jelas, termasuk pula kewenangan untuk mengambil
keputusan.**®

Lahirnya WTO ini membawa dua perubahan yang cukup penting bagi
GATT 1947. Pertama, WTO mengambil alih fungsi GATT 1947'*" dan
menjadikannya salah satu persetujuan yang terdapat dalam Lampiran dari
Persetujuan Pembentukan WTO.**® Kedua, prinsip-prinsip GATT 1947**° menjadi
kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam persetujuan-persetujuan WTO,
khususnya General Agreement on Trade in Services (selanjutnya disebut dengan
“GATS”), Agreement on Trade-Related Investment Measures (selanjutnya disebut
dengan “TRIMs™), dan Persetujuan TRIPs.**°

2. Tujuan dan Fungsi WTO
Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan dari Persetujuan Pembentukan
WTO, terdapat empat tujuan utama WTO, yaitu:*>*
a) untuk meningkatkan standar hidup;
b) untuk mencapai kesempatan kerja yang penuh;
¢) untuk meningkatkan pendapatan riil dan permintaan yang efektif; dan

d) untuk memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa.

145 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 8.
148 Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, op. cit., him. 14.

147 Ada 3 fungsi GATT 1947, yaitu: pertama, sebagai suatu perangkat aturan perdagangan
yang mengatur transaksi perdagangan antarnegara anggota GATT 1947. Kedua, sebagai sebuah
forum perundingan perdagangan yang mengupayakan pengurangan rintangan-rintangan yang
mengganggu liberalisasi perdagangan. Ketiga, sebagai forum penyelesaian sengketa dagang yang
terjadi antarnegara anggota GATT 1947. Lih. Huala Adolf (c), op. cit., him. 98-102.

148 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Annex 1A, General Agreement on Tariffs and
Trade 1994 (GATT 1994), 15 April 1994.

9 Ada 6 prinsip GATT 1947, yaitu: prinsip most-favoured nation (Pasal 1 GATT 1947),
prinsip national treatment (Pasal 3 GATT 1947), prinsip larangan pembatasan kuantitatif (Pasal 11
GATT 1947), prinsip perlindungan melalui tarif (Pasal 11 GATT 1947), prinsip resiprositas
(paragraf 3 Pembukaan GATT 1947), dan prinsip perlakuan khusus bagi negara kurang
berkembang (Pasal 36-38 GATT 1947).

%0 Huala Adolf (b), op. cit., him. 97.

151 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit, Pembukaan paragraf 1 dan 2. Lihat juga Peter
van den Bossche, op. cit., him. 85.
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Dalam mencapai keempat tujuan tersebut di atas, WTO harus
memperhatikan kebutuhan akan pelestarian lingkungan dan kebutuhan dari
negara-negara berkembang. Dengan ini, dalam mencapai tujuan-tujuannya, WTO
menekankan pula pada persoalan-persoalan lingkungan dan sosial. Selain itu,
ditekankan pula pentingnya integrasi dengan negara-negara berkembang, dan
secara khusus dengan negara-negara kurang berkembang®? dalam sistem
perdagangan dunia.™®® Dengan memperhatikan tujuan-tujuan dari WTO, kurang
tepat apabila dikatakan bahwa WTO hanya berkaitan dengan liberalisasi
perdagangan tanpa memperhatikan penurunan kualitas lingkungan dan
kemiskinan global.®** Untuk mencapai tujuan-tujuannya WTO tersebut, terdapat
dua cara yang digunakan, yaitu dengan mengurangi hambatan-hambatan tarif dan
hambatan-hambatan lainnya dalam perdagangan dan mengurangi perlakuan yang
diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional.**®

Secara umum, fungsi utama dari WTO adalah untuk menyediakan kerangka
kelembagaan dalam rangka pelaksanaan hubungan perdagangan antarnegara
anggotanya sehubungan dengan implementasi persetujuan-persetujuan dan
berbagai instrumen hukum lainnya, yang terdapat dalam lampiran dari Persetujuan
Pembentukan WTO.**

Secara lebih terperinci, terdapat lima fungsi WTO. Hal ini sebagaimana

dinyatakan dalam Persetujuan Pembentukan WTO sendiri, yaitu: **’

152 Istilah “negara kurang berkembang” dalam Tesis ini digunakan sebagai padanan dari
istilah “least-developed country”.

153 peter van den Bossche, op. cit., him. 85.
' Ibid., him. 86.

155 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pembukaan paragraf 3, “Being desirous of
contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous
arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the
elimination of discriminatory treatment in international trade relations.” Lihat juga Peter van den
Bossche, ibid., him. 86.

%% Ibid., Pasal 2 ayat (1), “The WTO shall provide the common institutional framework for
the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and
associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.”

7 1bid., Pasal 3.
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“1l. The WTO shall facilitate the implementation, administration and
operation, and further the objectives, of this Agreement and of the
Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the
framework for the implementation, administration and operation
of the Plurilateral Trade Agreements;

2. The WTO shall provide the forum for negotiations among its
Members concerning their multilateral trade relations in matters
dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement.
The WTO may also provide a forum for further negotiations
among its Members concerning their multilateral trade relations,
and a framework for the implementation of the results of such
negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference;

3. The WTO shall administer the Understanding on Rules and
Procedures Governing the Settlement of Disputes in Annex 2 to
this Agreement.

4. The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism
provided for in Annex 3 to this Agreement;

5. With a view to achieving greater coherence in global economic
policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the
International Monetary Fund and with the International Bank for
Reconstruction and Development and its affiliated agencies.”

Fungsi WTO di atas diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:

1. WTO akan memfasilitasi pelaksanaan, pengaturan dan operasi, dan lebih
lanjut tujuan-tujuan dari  Persetujuan Pembentukan WTO dan
Persetujuan-persetujuan  Perdagangan  Multilateral, dan  akan
menyediakan pula kerangka untuk pelaksanaan, pengaturan dan operasi
menyediakan kerangka institusional umum untuk memimpin hubungan
perdagangan antar-anggotanya dalam hal terkait dengan Persetujuan-
persetujuan Perdagangan Plurilateral;

2. WTO akan menyediakan suatu wadah untuk negosiasi di antara anggota-
anggotanya berkaitan dengan hubungan perdagangan multilateral mereka
mengenai hal-hal yang terdapat dalam persetujuan-persetujuan dalam
Lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO ini. WTO juga dapat
menyediakan sebuah forum untuk negosiasi lebih lanjut lagi diantara para
anggotanya berkaitan dengan hubungan perdagangan multilateral
mereka, dan sebuah kerangka unutk mengimplementasikan hasil-hasil
dari negosiasi tersebut, sepanjang ditentukan oleh Konferensi Tingkat

Menteri;
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3. WTO akan mengelola pemahaman terhadap Aturan-Aturan dan Prosedur-
Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa yang terdapat dalam Lampiran 2
dari Persetujuan Pembentukan WTO ini;

4. WTO akan mengelola Mekanisme Pengawasan Kebijakan Perdagangan,
seperti yang tersedia dalam Lampiran 3 dari Persetujuan Pembentukan
WTO ini;

5. Dengan maksud untuk mencapai hubungan yang lebih baik dalam
pembuatan kebijakan ekonomi global, WTO akan bekerja sama, apabila

diperlukan, dengan IMF dan dengan IBRD dan agen-agen terafiliasinya.

3. Struktur Organisasi WTO™®

Struktur organisasi WTO yang mendasar diatur dalam Pasal 4 Persetujuan
Pembentukan WTO. Panitia dan kelompok kerja lainnya ditambahkan dan
dimasukkan dalam struktur organisasi WTO seiring dengan berjalannya
perundingan-perundingan yang terjadi selama berdirinya WT0.**°

Struktur  organisasi di  WTO  meliputi ~ Konferensi  Tingkat
Menteri/Ministerial Conference (selanjutnya disebut dengan “MC”) sebagali
struktur tertinggi, Dewan Umum/General Council (selanjutnya disebut dengan
“GC”), DSB-WTO dan Badan Pemeriksa Kebijakan Perdagangan/Trade Policy
Review Body (selanjutnya disebut dengan “TPRB”) sebagai organ-organ di bawah
MC. Selanjutnya, sebagai organ-organ yang lebih rendah lagi terdapat dewan-
dewan khusus, panitia-panitia dan kelompok-kelompok kerja. Selain itu, terdapat
pula Sekretariat WTO. Tidak sama halnya dengan organisasi internasional
lainnya, WTO tidak memiliki badan tetap yang dapat menjadi media dialog antara
WTO dan masyarakat.*®
a) Konferensi Tingkat Menteri/Ministerial Conference

Konferensi Tingkat Menteri/Ministerial Conference adalah badan

tertinggi WTO, yang terdiri dari perwakilan setingkat menteri dari

158 |ihat Lampiran 1 mengenai skema struktur organisasi WTO.
159 peter van den Bossche, op. cit., him. 117.

180 1hid., him. 118.
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seluruh negara anggota WTO dan melakukan pertemuan setiap dua tahun
sekali. MC ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait
seluruh  ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan-persetujuan
Perdagangan Multilateral dari WTO.'®* Selain itu, MC juga memiliki
kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan
Persetujuan  Pembentukan WTO dan  Persetujuan-persetujuan
Perdagangan Multilateral dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari
negara-negara anggota WTO.'%?
b) Dewan Umum/General Council
Dewan Umum/General Council adalah badan eksekutif tetap dari
WTO,* yang terdiri dari diplomat-diplomat setingkat duta besar dari
seluruh negara anggota WTO®* dan melakukan pertemuan, umumnya,
satu kali dalam dua bulan dan bertempat di Sekretariat WTO di
Jenewa.'®® GC ini dipimpin oleh seorang ketua, yang berasal dari
perwakilan negara-negara anggota WTO dalam GC untuk periode kerja
selama satu tahun. Pertemuan dan hasil pertemuan dari GC ini bersifat
sangat rahasia dan tidak terbuka untuk publik. Umumnya, setelah
pertemuan dilangsungkan Ketua dari GC dan/atau Direktur Jendral yang
dibantu oleh jurubicara akan mengadakan konferensi pers untuk
menyampaikan hasil-hasil pertemuan. Hanya pertemuan dan hasil
pertemuan yang dinyatakan telah terbuka bagi publik saja yang dapat
diakses oleh publik.*®
GC bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan WTO sehari-
hari, mengadopsi pengaturan anggaran keuangan WTO, dan membuat

pengaturan-pengaturan dalam rangka melaksanakan kerja sama yang

161 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 4 ayat (1).
182 pid., Pasal 9 ayat (2).

163 peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, op. cit., him. 17.
164 persetujuan Pembentukan, WTO, op. cit., Pasal 4 ayat (2).
165 peter van den Bossche, op. cit., him. 121.

188 1hid., him. 122
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efektif dengan organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah.'®’
Sama halnya dengan MC, GC memiliki kewenangan untuk melakukan
interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan dari Persetujuan Pembentukan
WTO dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral.*®®
c) Badan Penyelesaian Sengketa/Dispute Settlement Body dan Badan

Pemeriksa Kebijakan Perdagangan/Trade Policy Review Body

Selain fungsi sebagaimana telah disebutkan dalam poin b di atas, GC
juga mempunyai fungsi penting sehubungan dengan penyelesaian
sengketa dan pemeriksaan terhadap kebijakan perdagangan dari negara-
negara anggotanya.'® Secara formal, kedua fungsi ini berada pada Badan
Penyelesaian Sengketa/Dispute Settlement Body dan Badan Pemeriksa
Kebijakan Perdagangan/Trade Policy Review Body. Namun, pada
prakteknya DSB-WTO dan TPRB adalah organ yang sama dengan
GC.' Baik DSB-WTO atau TPRB dapat dipimpin oleh seorang ketua
dan membuat peraturan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya.*"

d) Dewan-dewan Khusus

Pada satu tingkat di bawah GC, terdapat tiga dewan khusus, yaitu (i)
Council for Trade in Goods (selanjutnya disebut dengan “CTG”), (ii)
Council for Trade in Service (selanjutnya disebut dengan “CTS”) dan
(iii) Council for TRIPs (selanjutnya disebut dengan “CT”). Masing-
masing dewan tersebut bertanggung jawab atas persetujuan-persetujuan
yang berbeda dari lampiran Persetujuan Pembentukan WTO. CTG
bertanggung jawab atas fungsi dari Persetujuan-persetujuan Multilateral

yang terdapat pada Lampiran 1A dari Persetujuan Pembentukan WTO,

187 1bid.

188 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 9 ayat (2).
169 peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, op. cit., him. 17.
170

Ibid. Lihat juga Peter van den Bossche, op. cit., him. 122.

171 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 4 ayat (3) dan (4).
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CTS bertanggung jawab atas fungsi dari GATS, dan CT bertanggung
jawab atas fungsi dari Persetujuan TRIPs.!"

Anggota dari ketiga dewan khusus ini adalah semua negara anggota
WTO yang dapat melakukan pertemuan sesuai dengan kebutuhan dalam
menjalankan fungsinya masing-masing. Ketiga dewan ini juga dapat
membuat membuat peraturan’’® dan organ-organ yang berada di bawah

mereka,*’

selama diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya
e) Sekretariat WTO & Direktur Jendral
Sekretariat WTO berada di Jenewa, Swiss dan dipimpin oleh seorang
Direktur Jendral, yang dipilih oleh MC.'" Direktur Jendral bertugas
untuk menunjuk anggota dan staf dari Sekretariat WTO dan menentukan
tugas mereka berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh MC.*'®
Secara umum, tugas utama dari Sekretariat WTO adalah: (i) untuk
menyediakan dukungan profesional dan teknis untuk seluruh organ
WTO, (ii) untuk menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara
berkembang yang menjadi anggota WTO, (iii) untuk mengawasi dan
menganalisis perkembangan dari perdagangan dunia, (iv) untuk
memberikan saran kepada pemerintah calon negara anggota WTO, (v)
untuk menyediakan informasi kepada publik dan media, (vi) untuk
menyediakan dukungan administratif dan bantuan hukum bagi panel

dalam penyelesaian sengketa di WTO.!"

72 |pid., Pasal 4 ayat (5).

73 1bid.

% Ibid., Pasal 4 ayat (6).

75 |bid., Pasal 6 ayat (1) dan (2).
178 |pid., Pasal 6 ayat (3).

177 peter van den Bossche, op. cit., him. 135.

a5 SR - b P T SR R b s o




B. Persetujuan TRIPs

1. Sejarah dan Proses Pembentukan Persetujuan TRIPs

Persetujuan Pembentukan WTO terdiri dari 4 Lampiran yang tiap
Lampirannya terdiri dari persetujuan-persetujuan di bidang perdagangan
internasional. Berikut adalah persetujuan-persetujuan yang menjadi lampiran-
lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO: *"®

“Lampiran 1:
Lampiran 1A:
1. Multilateral Agreements on Trade in Goods
2. General Agreement on Tariffs and Trade 1994
3. Agreement on Agriculture
4. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary

Measures

Agreement on Textiles and Clothing

Agreement on Technical Barriers to Trade

Agreement on Trade-Related Investment Measures

Agreement on Implementation of Article VI of the General

Agreement on Tariffs and Trade 1994

9. Agreement on Implementation of Article VII of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994

10. Agreement on Preshipment Inspection

11. Agreement on Rules of Origin

12. Agreement on Import Licensing Procedures

13. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

14. Agreement on Safeguards

O~ o O

Lampiran 1B:
General Agreement on Trade in Services and Annexes

Lampiran 1C:
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights, including Trade in Counterfeit Goods

Lampiran 2:
Understanding on Rules and Procedures Governing the
Settlement of Disputes

Lampiran 3:
Trade Policy Review Mechanism

Lampiran 4: Plurilateral Trade Agreements
1. Agreement on Trade in Civil Aircraft

178 persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., List of Annexes.

a5 SR - bbb P T SR R b s o




2. Agreement on Government Procurement
3. International Dairy Agreement
4. International Bovine Meat Agreement”

Persetujuan-persetujuan yang terdapat dalam Lampiran 1, 2, dan 3 disebut
sebagai Multilateral Trade Agreements (Persetujuan-Persetujuan Perdagangan
Multilateral), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan
Pembentukan WTO dan mengikat semua negara anggota WTO.'"® Sedangkan
Lampiran 4 disebut sebagai Plurilateral Trade Agreements, menjadi bagian dari
Persetujuan Pembentukan WTO bagi negara-negara yang menerimanya dan hanya
mengikat bagi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, Lampiran 4 ini tidak
menciptakan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang tidak menerima
persetujuan-persetujuan tersebut.**

Persetujuan TRIPs merupakan “instrumen baru” dari HKI dalam kerangka
perdagangan internasional."® Ada tiga alasan yang mendasari pernyataan
Persetujuan TRIPs dianggap sebagai instrumen baru. Pertama, karena dengan
adanya Persetujuan TRIPs inilah untuk pertama kalinya, ketentuan HKI diatur
dalam sebuah perjanjian internasional yang menjadi bagian dalam kerangka
perdagangan internasional. Kedua, dalam Persetujuan TRIPS inilah untuk pertama
kalinya, dua cabang HKI yaitu hak cipta dan hak milik industrial diatur dalam satu
perjanjian internasional. Ketiga, di dalam Persetujuan TRIPs lah untuk pertama
kalinya terdapat pengaturan mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan Persetujuan TRIPs.'#?

HKI dan perdagangan mempunyai hubungan dan pengaruh satu sama lain.
Pencapaian liberalisasi dalam perdagangan internasional akan menjadi sulit untuk

terwujud apabila HKI vyang terkait dengan barang dan/atau jasa yang

% Ibid., Pasal 2 ayat (2), “The agreements and associated legal instruments included in

Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts
of this Agreement, binding on all Members.”

180 |pid., Pasal 2 ayat (3).
BIYNCTAD-ICTSD, op. cit., him. 2.
182 joanna Schmidt-Szalewski, “The International Protection of Trademarks After the Trips

Agreement”, Duke Journal of Comparative & International Law, Volume 9:189 Tahun 1998, him.
191.
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diperdagangkan tidak dilindungi di negara tujuan perdagangan.’®® Hubungan
antara HKI dan perdagangan didasari oleh dua hal. Pertama, pembajakan yang
meluas, pemalsuan barang, dan pelanggaran HKI lainnya merupakan suatu
hambatan dalam perdagangan. Sebab, ketersediaan barang dan/atau jasa yang
dihasilkan dengan melawan hukum (illegal) tersebut mengurangi akses pasar
terhadap barang dan/atau jasa yang sesungguhnya sah (legal).'®* Hal ini tentunya
dapat mengganggu kelancaran dalam perdagangan internasional, termasuk
investasi dan perkembangan inovasi.'*> Kedua, hubungan antara HKI dan
perdagangan lahir dengan adanya perjanjian-perjanjian pengalihan HKI
(perjanjian lisensi).*®

Secara historis, kelahiran Persetujuan TRIPs dilatarbelakangi perbedaan
kepentingan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal itu
dimulai sekitar tahun 1970 ketika negara-negara berkembang berupaya
membentuk New International Economic Order (selanjutnya disebut dengan
“NIEO”).*®" Upaya untuk membentuk NIEO ini diwujudkan dalam resolusi
Majelis Umum PBB No. 3201-S.VI tentang Declaration on the Establishment of a
New International Economic Order.'®® Tujuan yang hendak dicapai oleh NIEO
adalah menciptakan suatu mekanisme dalam rangka memfasilitasi alih teknologi
dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satu upaya yang
diusulkan negara-negara berkembang untuk memperoleh akses ke teknologi dari
negara-negara maju yang dilindungi HKI adalah dengan cara mengurangi

perlindungan HKI di negara-negara berkembang. Usulan ini ditentang keras oleh

183 peter van den Bossche, op. cit., him. 743.
184 Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, op. cit., him. 697.
185 peter van den Bossche, op. cit., him. 743.
186 Mitsuo Matsushita; Thomas J. Schoenbaum; dan Petros C. Mavroidis, op. cit., him. 697.

87 NIEO adalah serangkaian kebijakan multilateral yang bersifat komprehensif dan
bertujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara dunia ketiga dalam ranah perekenomian dunia.
Proposal NIEO ini dibicarakan untuk pertama kalinya pada Non-Aligned Movement Conference
yang diselenggarakan di Algiers pada bulan September 1973. Adam Sneyd, “New International
Economic Order”, <http://globalautonomy.ca/globall/glossary entry.jsp?id=EV.0027>, diunduh
tanggal 18 Maret 2012.

188 United Nations (b), Resolutions adopted by the General Assembly No. 3201-S.VI on the
Establishment of a New International Economic Order, A/RES/S-6/3201, tanggal 1 Mei 1974.
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negara-negara maju, yang justru sedang berupaya melindungi teknologi dan karya
intelektual mereka di dalam wilayah teritorial negara-negara berkembang.'®® Pada
akhirnya NIEO ini tidak berjalan sebagaimana direncanakan karena tidak
mendapatkan tanggapan positif dari negara-negara maju, yang dipengaruhi oleh
perusahaan-perusahaan transnasional mereka.**

Pada bulan November 1980, Amerika Serikat mengusulkan Proposal for
Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights dalam
forum Putaran Uruguay. Proposal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kerugian
yang dialami oleh Amerika Serikat akibat terjadinya pelanggaran HKI dalam
perdagangan antarnegara. Usulan Amerika Serikat ini didukung oleh Masyarakat
Eropa (European Community) yang mengusulkan Proposal of Guidelines and
Objectives.’®* Dasar pertimbangan masuknya materi HKI menjadi salah satu
bahan pembahasan dalam perundingan Putaran Uruguay ini adalah karena
ketidakefektifan penegakan perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur
tentang HKI'®? yang telah ada selama ini. Ketidakefektifan dari perjanjian-
perjanjian internasional yang mengatur HKI disebabkan oleh (i) tidak diaturnya
ketentuan mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam
bidang HKI dalam perjanjian-perjanjian internasional HKI yang ada,**®® (i)
rendahnya  keikutsertaan  negara-negara terhadap  perjanjian-perjanjian

194

internasional  tersebut dan (iii) negara-negara peserta dari perjanjian

189 UNCTAD-ICTSD, op. cit., him. 3. Upaya perlindungan teknologi dan karya intelektual
dari negara-negara maju ini juga terkait dengan kepentingan investasi mereka di negara-negara
berkembang.

190 Achmad Zen Umar Purba (b), Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis, (Jakarta-
Bandung: Badan Penerbit FHUI dan PT Alumni, 2011), him. 96. Pada tahun 1981 di Cancun
Summit on International Development Issues, Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, secara
sepihak menyatakan penghentian dari NIEO. Adam Sneyd, loc. cit.

BIYNCTAD-ICTSD, op. cit., him. 4-7.

192 perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur HKI dan telah ada sebelum lahirnya
Persetujuan TRIPs, antara lain adalah Konvensi Bern, Konvensi Paris, Konvensi Roma, dan
Persetujuan Madrid. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut berada di bawah pengelolaan
WIPO.

193 |da Bagus Wyasa Putra, op. cit., him. 55. Lihat Peter van den Bossche, op. cit., him. 743.
Lihat juga Peter-Tobias Stoll dan Frank Schorkopf, op. cit., him. 210.

194 peter van den Bossche, ibid., him. 743. Lihat juga Peter-Tobias Stoll dan Frank
Schorkopf, ibid., him. 210.
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internasional tersebut umumnya adalah pelanggar HKI.** Dengan diusulkannya
pembahasan mengenai perlindungan HKI dalam perundingan Putaran Uruguay,
negara-negara maju mengharapkan akan adanya standar pengaturan yang lebih
baik terhadap HKI yang diikuti dengan pengaturan mekanisme pelaksanaan

perlindungan HKI,*%

terlebih lagi dengan meningkatnya arus perdagangan yang
melintasi batas-batas negara.

Negara-negara berkembang menolak untuk menggunakan GATT 1947
sebagai forum untuk mengelola perlindungan HKI karena menganggap bahwa
GATT 1947 adalah forum yang “dimiliki” oleh negara-negara maju.’®’ Oleh
karena itu, negara-negara berkembang merasa bahwa kepentingan mereka, terkait
dengan perlindungan HKI, akan tidak diperhatikan dalam perundingan-
perundingan dalam GATT 1947.'® Negara-negara berkembang lebih
menghendaki agar pengelolaan perlindungan HKI tetap berada di bawah
wewenang WIPO. Sebaliknya, negara-negara maju enggan menggunakan
keberadaan WIPO untuk mengelola perlindungan HKI, karena menurut mereka
perjanjian-perjanjian yang berada di bawah sistem administrasi WIPO kurang
memuaskan dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk kepentingan
industri mereka yang telah memanfaatkan penggunaan teknologi. Selain itu juga,
muncul anggapan dari negara-negara maju bahwa perjanjian-perjanjian WIPO
yang telah ada tidak membentuk standar yang cukup untuk perlindungan HKI dan
WIPO tidak menyediakan mekanisme yang cukup untuk melaksanakan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang telah ada.'®® Menurut Penulis,
anggapan negara-negara maju bahwa perjanjian-perjanjian WIPO telah tidak

1% peter van den Bossche, ibid., him. 743. Lihat juga Peter-Tobias Stoll dan Frank
Schorkopf, ibid., him. 210.

1% UNCTAD-ICTSD, op. cit., him. 3.

197 Anthony D’amato dan Doris Estelle Long, International Intellectual Property
Anthology, (Cincinnati: Anderson Publishing Co., 1996), him. 209. Argentina, Brazil dan India
adalah negara-negara berkembang yang cukup keras menentang usulan dari negara-negara maju.
Lihat Agus Sardjono (b), “Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara
Kebutuhan dan Kenyataan,” (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum
Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008), him 6.

198 Anthony D’amato dan Doris Estelle Long, ibid.

199 UNCTAD-ICTSD, op. cit., him. 3.
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membentuk standar yang cukup bagi perlindungan HKI disebabkan karena adanya
kesempatan bagi negara-negara peserta untuk melakukan pensyaratan
(reservation)®® ketika melakukan ratifikasi atau aksesi terhadap perjanjian-
perjanjian WIPO tersebut.*®® Negara-negara maju lebih memilih GATT 1947
disebabkan oleh berkembangnya pendapat bahwa GATT 1947 adalah forum yang
lebih tepat untuk mengelola perlindungan HKI karena pada forum itulah semua
negara melakukan transaksi umum perdagangan untuk memperjuangkan akses
pasar satu sama lain.?®% Lebih lagi, hal yang dibicarakan dalam kerangka GATT
1947 hanyalah aspek-aspek dagang dari HKI1.%%® Selain itu, negara-negara maju
juga berargumen bahwa perlindungan HKI secara global akan meningkatkan arus
teknologi dan investasi ke negara-negara berkembang, yang pada akhirnya akan
meningkatkan partisipasi dari negara-negara berkembang itu sendiri dalam
perekembangan ekonomi dan perdagangannya.’®® Perdebatan pendapat antara
negara-negara maju dengan negara-negara berkembang ini telah mengakibatkan
persidangan-persidangan dalam Putaran Uruguay berjalan dengan cukup alot.?®
Pada akhirnya perdebatan ini dimenangkan oleh negara-negara maju yang
ditandai dengan dimasukkannya Persetujuan TRIPs menjadi salah satu dari 22
persetujuan yang menjadi lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO. Negara-
negara berkembang yang awalnya menolak masuknya materi HKI dalam kerangka
perdagangan internasional menyadari bahwa pengaturan perlindungan HKI
melalui peraturan yang bersifat multilateral lebih menguntungkan mereka

dibandingkan dengan tekanan secara unilateral yang akan mereka dapatkan

200 jhat Indonesia (c), op. cit., Pasal 1 angka (5).

01 | jhat Konvensi Bern, op. cit., Pasal 30. Lihat juga Konvensi Roma, op. cit., Pasal 16
ayat (1).

202 |da Bagus Wyasa Putra, op. cit., hlm. 55

2%3 1bid.

204 Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries-
The TRIPS Agreement and Policy Options, (Penang: Third World Network, 2000), him. 23.

205 | da Bagus Wyasa Putra, op. cit., him. 47.
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nantinya dari negara-negara lain sehubungan dengan ketersediaan perlindungan
HKI yang layak dalam wilayah teritorial mereka.?*

Sama halnya dengan Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan-
persetujuan Perdagangan Multilateral yang menjadi lampiran dari Persetujuan
Pembentukan WTO, Persetujuan TRIPs mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
1995. Negara-negara berkembang diperbolehkan untuk menunda keberlakuan dari
Persetujuan TRIPs ini sampai pada tanggal 1 Januari 2000, kecuali untuk
ketentuan Pasal 3 mengenai prinsip national treatment, Pasal 4 mengenai prinsip
most-favoured nation dan Pasal 5 mengenai pengecualian keberlakuan Pasal 3 dan
427 Sedangkan bagi negara-negara kurang berkembang, Dewan TRIPS
memutuskan untuk menunda keberlakukan Persetujuan TRIPs sampai pada 1 Juli
2013 atau sampai negara-negara kurang berkembang tersebut tidak lagi berstatus
sebagai negara kurang berkembang, kecuali untuk ketentuan Pasal 3, 4 dan 5

Persetujuan TRIPs.?%

2. Tujuan dan Prinsip Persetujuan TRIPs
Secara umum, tujuan dari Persetujuan TRIPs terdapat dalam bagian

Pembukaan dari Persetujuan TRIPS, yaitu:

“... to reduce distortions and impediments to international trade, and
taking into account the need to promote effective and adequate
protection of intellectual property rights, and to ensure that measures
and procedures to enforce intellectual property rights do not
themselves become barriers to legitimate trade...”?*

“Recognizing the underlying public policy objectives of national
systems for the protection of intellectual property, including
developmental and technological objectives...”?!°

206 peter van den Bossche, op. cit., him. 743.

207 persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 65 ayat (2).

208 peter van den Bossche, op. cit., him. 803.

299 persetujuan TRIPs, op.cit., Pembukaan paragraf 1.

219 |hid., Pembukaan paragraf 4.
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“Recognizing also the special needs of the least-developed country
Members in respect of maximum flexibility in the domestic
implementation of laws and regulations in order to enable them to
create a sound and viable technological base...”"*"*

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 1 Pembukaan Persetujuan
TRIPs tersebut menunjukkan perlunya usaha-usaha untuk mengurangi gangguan
dan hambatan dalam perdagangan internasional dan pengaturan yang efektif
dalam ranah HKI, yang tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat
substantif tetapi juga ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan, mekanisme
penyelesaian sengketa dan ketentuan khusus untuk kepentingan negara-negara
berkembang dan kurang berkembang. Dengan satu syarat bahwa ketentuan-
ketentuan tersebut tidak menjadi hambatan untuk dilakukannya perdagangan.*?

Selain itu, diakui pula keberadaan dari tujuan kepentingan publik dalam
sistem perlindungan HKI untuk skala nasional dan perhatian terhadap kebutuhan
khusus dari negara-negara kurang berkembang untuk diberikan fleksibilitas yang
maksimal dalam menerapkan ketentuan dan pengaturan dari Persetujuan TRIPS,
sehingga mereka dapat menciptakan teknologi dasar yang layak dan kokoh.”
Pengakuan terhadap kedua hal tersebut dalam tujuan HKI merupakan tuntutan
dari negara-negara berkembang selama proses perundingan pembentukan
Persetujuan TRIPs ini.***

Apabila diperhatikan, ketiga pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan
Persetujuan TRIPs sebagaimana terdapat dalam bagian Pembukaan Persetujuan
TRIPs tersebut mencerminkan perdebatan antara kepentingan-kepentingan dari
negara-negara maju di satu sisi dan kepentingan-kepentingan dari negara-negara
berkembang dan kurang berkembang di sisi lain dalam perundingan pembentukan

Persetujuan TRIPs.”*> Namun demikian, sebagaimana telah diatur dalam bagian

11 pid., Pembukaan paragraf 5.

212 Abdulgawi A. Yusuf, op. cit., him. 11.

3 Sjsule F. Musungu, “The TRIPs Agreement and Public Health”, dalam Intellectual
Property and International Trade: the TRIPS Agreement, Carlos M. Correa dan Abdulgawi A.
Yusuf, Editor, (tempat terbit tidak diketahui: Kluwer Law International, 2008), him. 425-426.

24 Abdulgawi A. Yusuf, op. cit., him. 11.
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Pembukaan, kepentingan-kepentingan dari para pihak, terlihat telah diusahakan
untuk diakomodasi dalam naskah akhir dari Persetujuan TRIPS ini.

Tujuan umum dari Persetujuan TRIPs sebagaimana terdapat dalam bagian
Pembukaan ini harus dibaca dan dipahami bersamaan dengan ketentuan dari Pasal
7 Persetujuan TRIPs yang secara spesifik menyatakan tujuan dari Persetujuan

TRIPs ini, yaitu:**°

“The protection and enforcement of intellectual property rights should
contribute to the promotion of technological innovation and to the
transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of
producers and users of technological knowledge and in a manner
conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights
and obligations.”

Tujuan dari Persetujuan TRIPs sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Persetujuan
TRIPs ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan
dari pemegang HKI pada satu sisi dan kepentingan publik di sisi lain, melalui
pengaturan standar minimal perlindungan HKI dan pencegahan terjadinya
pelanggaran HKI.%*" Secara lebih jauh, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa
Persetujuan TRIPs tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan
terhadap hak dari pencipta atau penemu, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak
dari pencipta atau penemu tersebut seimbang terhadap kesejahteraan ekonomi dan
sosial.?® Ketentuan Pasal 7 Persetujuan TRIPs ini juga menggambarkan tarik-
menarik kepentingan-kepentingan dari negara-negara maju dan negara-negara
berkembang selama proses perundingan, yang diusahakan untuk diakomodasi
dalam Persetujuan TRIPs.

Adapun prinsip-prinsip dari Persetujuan TRIPs diatur dalam Pasal 8

Persetujuan TRIPs, yang menyatakan:

21> Sisule F. Musungu, op. cit.., him. 426
216 persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 7.
217 peter van den Bossche, op. cit., him. 744.

218 Abdulgawi A. Yusuf, op. cit., him. 13.
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“a. Members may, in formulating or amending their laws and
regulations, adopt measures necessary to protect public health and
nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital
importance to their socio-economic and technological development,
provided that such measures are consistent with the provisions of this
Agreement;

b. Appropriate measures, provided that they are consistent with the
provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of
intellectual property rights by right holders or the resort to practices
which unreasonably restrain trade or adversely affect the
international transfer of technology.”

Sebagaimana halnya dengan Pasal 7 Persetujuan TRIPs yang harus dibaca dan
dipahami bersamaan dengan bagian Pembukaan dari Persetujuan TRIPs, Pasal 8
Persetujuan TRIPs ini harus pula dibaca dan dipahami bersaman dengan bagian
Pembukaan, Pasal 7 Persetujuan TRIPs**® dan pasal-pasal lainnya yang diatur
dalam Persetujuan TRIPs. Sebab, prinsip-prinsip Persetujuan TRIPs tidak hanya
terdapat dalam ketentuan Pasal 8 Persetujuan TRIPs, tetapi juga tersebar dalam
pasal-pasal lainnya dalam Persetujuan TRIPs. Berdasarkan hal tersebut, prinsip-

prinsip dasar dari Persetujuan TRIPs dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:?*°

a) Standar Minimal®*

Persetujuan TRIPs hanya memuat ketentuan-ketentuan minimal yang
wajib untuk dipatuhi oleh negara-negara anggota WTO. Dengan ini, negara-
negara anggota WTO dapat menerapkan ketentuan nasional yang lebih ketat
dibandingkan apa yang telah diatur dalam Persetujuan TRIPs sehubungan
dengan perlindungan HKI di negara mereka masing-masing. Dengan
ketentuan standar minimal ini pula, Persetujuan TRIPs memberikan
kesempatan bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang untuk
menyesuaikan diri dengan konsep perlindungan HKI yang terdapat di dalam

Persetujuan TRIPs.

2% Achmad Zen Umar Purba (b), op. cit., him. 27.
? Ibid., him. 29-33.

221 persetujuan TRIPs, op. cit., Pasal 1 ayat (1).
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b) National Treatment®*

Inti dari prinsip national treatment adalah pemberian perlakuan yang
sama dalam kaitan dengan perlindungan HKI antara yang diberikan kepada
warga negara sendiri dan warga negara asing.

¢) Most-Favoured Nation Treatment®?

Prinsip ini menyatakan bahwa pemberian suatu manfaat, keberpihakan,
hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh sua<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>